BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Praktik Kefarmasian Ilegal
dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Telah Diatur Secara
Tegas dan Sistematis
Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk praktik kefarmasian ilegal
beserta sanksi pidananya secara berjenjang, mulai dari praktik tanpa
keahlian dan kewenangan, pelayanan kefarmasian tanpa izin, hingga
peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau tanpa izin
edar. Penerapan pertanggungjawaban pidana menganut sistem dualistis,
yaitu mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan
adanya kesalahan pada diri pelaku, sehingga memberikan kepastian hukum
dalam penegakan hukum di bidang kefarmasian.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Ketentuan UU No.

17 Tahun 2023

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2024/PN
BJN secara umum telah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2023.
Dari aspek yuridis, Majelis Hakim telah membuktikan seluruh unsur
tindak pidana secara sistematis menggunakan alat bukti sah sesuai
KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat berupa hasil
laboratorium forensik, dan barang bukti. Pembuktian unsur "setiap orang"
dilakukan melalui identifikasi terdakwa yang sehat dan mampu
bertanggung jawab, unsur "mengedarkan" dibuktikan melalui keterangan
saksi pembeli dan pengakuan terdakwa, unsur "sediaan farmasi"
dibuktikan melalui hasil lab yang menyatakan pil mengandung

triheksifenidil HCL (obat keras), dan unsur "tidak memenuhi standar"
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dibuktikan dari fakta obat dikemas dalam bungkus rokok, tanpa informasi

lengkap, diedarkan tanpa resep, dan terdakwa tidak memiliki izin.

B. Saran

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penyidik dan penuntut umum perlu meningkatkan pemahaman
mengenai unsur-unsur tindak pidana praktik kefarmasian ilegal serta
lebih cermat dalam menyusun dakwaan. Hakim perlu memberikan
pertimbangan hukum yang lebih mendalam terutama dalam alasan
pemilihan dakwaan, pembuktian unsur kesengajaan, penjelasan detail
mengenai standar yang dilanggar, dan pertimbangan lengkap mengenai
hal memberatkan dan meringankan. Dalam penjatuhan pidana, hakim
perlu menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa dengan perlindungan
masyarakat dan efek jera. Diperlukan koordinasi lebih baik antara

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan kasus.

b) Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai bahaya praktik
kefarmasian ilegal dan risiko kesehatan dari penggunaan obat tidak
memenuhi standar. Masyarakat harus selektif mengakses layanan
kefarmasian dengan memastikan tempat pelayanan memiliki izin sah
dan didampingi apoteker kompeten, serta mewaspadai penjualan obat
keras melalui jalur tidak resmi termasuk media sosial. Masyarakat yang
menemukan praktik ilegal perlu melaporkannya kepada Dinas

Kesehatan, BPOM, atau Kepolisian.
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